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Ringkasan

Hutan hujan tropis di dunia terdapat pada tiga bagian utama
yaitu pertama di Amerika Selatan (sekitar 400 juta ha)
berpusat di lembah sungai Amazon, Brazil, kedua di Indonesia
— Malaya (sekitar 250 juta ha) dan di Afrika Barat (180 juta
ha) lembah Sungai Congo sampai teluk Guyana. Hutan hujan
tropis merupakan ekosistem klimaks, terdapat setengah
spesies flora dan fauna di seluruh dunia, hutan hujan tropis
juga dijuluki sebagai ‘“farmasi terbesar di dunia” karena
hampir 1/4 obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan
tropis, penyangga jasa lingkungan terbaik (fungsi tata air/
hidroorologis, menyerap karbon dan menghasilkan oksigen),
dan menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Berdasarkan hasil paduserasi TGHK - RTRWP pada tahun
1999, luas kawasan hutan alam diduga sekitar 120.353.104 ha,
di mana diperkirakan hutan alam yang terdegradasi, sampai
saat ini mencapai 50 juta ha. Hasil penafsiran citra satelit
menunjukkan laju perusakan hutan alam tahun 1985-1997
tercatat 1,6 juta ha/tahun, tahun 1997-2000 tercatat 2,8 juta ha/
tahundantahun2000-2003 semakintidak terkendali. Kerusakan
hutan sebagian besar karena kegiatan pembalakan liar dan telah
menyebabkan kerugian negara dan lingkungan yang sangat
besar. Untuk mengatasi itu pemerintah telah mengeluarkan
Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2005 (Inpres Nomor
4 Tahun 2005) tentang Pemberantasan Penebangan Kayu
Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh
Wilayah Republik Indonesia, diinstruksikan semua aparat
penegak hukum pelu melakukan percepatan pemberantasan
penebangan secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya
di seluruh wilayah Republik Indonesia.
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Bukti ilmiah dalam penegakan hukum kerusakan hutan dan
lingkungan adalah sangat penting mengungkap motif dan
tujuan dari kegiatan pembalakan liar. Untuk memastikan
dampak dan proses kerusakan pembalakan hutan secara benar
dan ilmiah maka perlu kehadiran ahli yang berkompeten
dalam bidang kerusakan tanah dan lingkungan. Ahli dalam
pembuktian ilmiah harus bersandarkan pada fakta lapangan,
pengambilan data dan sampel di lapangan yang benar serta
analisis pada laboratorium bersertifikat KAN.

Kepastian penyelamatan hutan dan lingkungan akibat
pembalakan liar dapat dilakukan secara baik jika ahli dan
aparat penegak hukum dapat perlindungan dari teror hukum
(Anti eco-SLAPP). Ke depan para pelaku teror hukum harus
diberikan sanksi hukum yang berat dan didenda yang besar,
sehingga penegakan hukum kerusakan hutan dan lingkungan
dapat berjalan secara baik dan tanpa dihantui rasa takut dan
cemas. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan kerugian
negara, menciptakan kelestarian hutan dan menjaga lingkungan
hidup yang baik untuk kemanusiaan, budaya, bangsa dan
negara Republik Indonesia serta peradaban dunia yang lebih
baik.
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Penggunaan bukti ilmiah telah mulai diterapkan dalam
penanganan kasus kerusakan hutan dan lingkungan sejak
tahun 1997 yang lalu yang melibatkan para pelaku korporasi
maupun masyarakat dengan bersandar pada analisis dokumen,
pengamatan lapangan dan analisis laboratorium yang telah
bergulir selama 20 tahun lebih. Lahirnya UU Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebagai pengganti UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kemudian
diubah PP Nomor 57 Tahun 2016, Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem
Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan, serta KMA
Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman
Penanganan Perkara Lingkungan Hidup makin menegaskan
upaya serius Negara untuk menyelamatkan hutan dan
lingkungan hidup yang semakin rusak akibat perbuatan
manusia, baik akibat kelalaian maupun sengaja.
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Kerusakan Hutan dan Lingkungan Hidup
Di Indonesia

Terjadi di Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropis di dunia terdapat pada tiga bagian utama
yaitu pertama di Amerika Selatan (sekitar 400 juta ha)
berpusat di lembah sungai Amazon, Brazil, kedua di Indonesia
— Malaya (sekitar 250 juta ha) dan ketiga di Afrika Barat
(180 juta ha) lembah Sungai Congo sampai Teluk Guyana
(Soerianegara dan Indrawan 2005; Kusmana et al. 2014).
Hutan hujan tropis merupakan ekosistem klimaks, terdapat
setengah spesies flora dan fauna di seluruh dunia, hutan hujan
tropis juga dijuluki sebagai “farmasi terbesar di dunia” karena
hampir 1/4 obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan
tropis, penyangga jasa lingkungan terbaik (fungsi tata air/
hidroorologis, menyerap karbon dan menghasilkan oksigen),
menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi
(Richards 1957; Leksono 2007; Collins ef al. 1991; Kusmana
etal. 2014). Obat-obatan di dunia 90% berasal dari hutan tropis
(Mendelsohn dan Balick 1995; Wasis 2003; Zuhud 2009;
Nugroho 2017). Pada hutan hujan tropis telah berkembang
sangat banyak budaya masyarakat lokal dan sistem ekonomi
lokal yang kuat dan stabil (Widjono 2011; Widjono 2014).

Menurut Whitmore (1975) dalam hutan hujan tropis Asia
Tenggara tersimpan 25-30 ribu spesies. Hutan hujan Indonesia
menjadi rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna spesies, maka
tidak salah apabila Indonesia disebut sebagai Megabiodiversity
Country. Daratan Indonesia hanya mencakup 1,3% daratan
bumi, tetapi Indonesia memiliki 10% tumbuhan dunia, 12%
mamalia, 16% reptil dan amfibi, dan 17% burung (Collin
et al. 1991). Angka-angka yang menunjukkan kekayaan
keanekaragaman hayati Indonesia juga bermacam-macam.
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Indonesia, misalnya memiliki lebih dari 38.000 spesies
tumbuhan, 55% di antaranya tumbuhan endemik. Spesies
palem juga paling banyak ditemukan di Indonesia dengan 477
spesies, di mana 225 spesies di antaranya merupakan spesies
endemik. Dalam hal keanckaragaman spesies tumbuhan
Indonesia menduduki peringkat lima besar di dunia (Bappenas
2003).

Gambar 1. Kondisi (a) dan Sebaran (b) hutan hujan tropis di
dunia (Sumber: Wikipedia)

Hutan adalah induk segala sungai, demikian pendapat banyak
orang awam. Memang hubungan antara hutan dan air sudah
sejak lama dikenal masyarakat. Pengaruh hutan dapat secara
nyata dirasakan oleh penduduk. Peristiwa banjir, kekeringan,
erosi dan sedimentasi sampai lenyapnya suatu kebudayaan
bangsa (Manan 1997). Hutan produksi juga berfungsi hutan
lindung (fungsi lindung). Hutan produksi adalah suatu
kawasan hutan alam yang ditumbuhi sebagian atau seluruhnya
oleh vegetasi berkayu, terutama dikelola atas dasar tahun
pengaruhnya yang menguntungkan terhadap pergerakan air
dan tanah, sehingga tujuannya yaitu untuk menghasilkan air,
mengendalikan erosi, debit sungai dan banjir namun masih
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dimungkinkan untuk ditebang secara selektif (selective cuting)
dengan tanpa merusak fungsi utama sebagai penyangga
kehidupan (Kittredge 1948; Manan 1997 ; UU Nomor 41
Tahun 1999; Purnama 2003).

Pembangunan ekonomi di segala bidang, mau tidak mau
menyisakan permasalahan eksternalitas berupa kerusakan
sumberdaya alam dan lingkungan yang biasanya berujung
pada permasalahan sosial seperti sengketa publik. Berbagai
peristiwa menyangkut menurunnya kualitas lingkungan
seperti kasus lumpur panas Porong Sidoarjo, kasus Buyat,
pembalakan liar, pembakaran hutan dan lahan, pertambangan,
banjir, tanah longsor, rusaknya lahan pertanian/sawah,
polusi udara, tempat pembuangan akhir sampah, rusaknya
ekosistem perairan dan kematian masal ikan dan binatang air,
pencemaran sampah di sungai, danau dan laut, pencemaran
wilayah pesisir, abrasi dan intrusi air laut dan lain sebagainya
yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan ekonomi yang hanya
memenuhi keinginan pasar semata, pada akhirnya hanya akan
mengorbankan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan.
Manakala sumberdaya alam dan lingkungan telah rusak, maka
akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri
serta menimbulkan konflik sosial yang berlarut-larut yang
melibatkan berbagai unsur masyarakat (Salim 1987; Fauzi et
al. 2005; Keraf 2002).

Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui
dan memberikan kontribusi bagi negara berupa pajak dan
kesejahteraan rakyat dari hasil hutan berupa kayu, hasil hutan
bukan kayu dan beragam jasa lingkungan. Pemanfaatan
sumberdaya hutan alam produksi di luar Jawa yang dimulai
sejak tahun 1970-an, telah menempatkan sektor kehutanan
menjadi primadona dalam perolehan devisa negara pada non
migas. Sistem silvikultur yang digunakan ialah Tebang Pilih
Tanam Indonesia (TPTI) (Pamulardi 1995; Soedirman 1995;
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Soerianegara 1995; Salim 2003). Namun kayu hutan alam
tersebut seringkali rusak atau hilang nilai ekonominya akibat
pembalakan liar, kebakaran hutan, diturunkan nilainya menjadi
bahan baku serpih atau arang dan lainnya. Menurut KPK (2005)
Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terluas di dunia,
dan sebagian besar hutan tersebut dikelola pemerintah dalam
bentuk kawasan hutan yang mencakup lebih dari 70 peren
luas daratan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
33 Pemerintah bertanggung jawab mengelola sumberdaya
alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ketika kawasan hutan yang dikelola negara ditebang untuk
memproduksi kayu komersial Pemerintah memungut berbagai
jenis royalti, retribusi dan iuran berdasarkan laporan produksi
kayu. Jika kayu tidak tercatat dan/atau biaya royalti tidak
dibayar, maka nilai ekonomi hutan hilang dirampas, sehingga
tidak dapat digunakan Pemerintah untuk kemaslahatan rakyat
Indonesia.

Kerusakan hutan dan lingkungan yang sangat cepat dan hebat
disebabkan kesalahan cara pandang. Cara pandang selama ini
bersumber dari “etika antroposentrisme”, yang memandang
manusia sebagai pusat dari alam semesta, dan hanya manusia
yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya
sekedar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup
manusia. Manusia dianggap berada di luar, di atas dan terpisah
dari alam. Bahkan manusia dipahami sebagai penguasa atas
alam. Cara pandang seperti ini melahirkan sikap dan perilaku
eksploratif dan ekstraktiftanpa kepedulian sama sekali terhadap
alam dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai
pada diri sendiri (Keraf 2002; Wasis 2006). Sumberdaya alam
(hutan pegunungan, hutan tropika basah, hutan rawa gambut,
hutan rawa, hutan pantai, hutan mangrove, padang lamun dan
terumbu karang) yang ada jika mengalami kerusakan tidak
akan kembali seperti sediakala /irreversible (Wasis 2003;
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Kusmana et al. 2014). Kerusakan lingkungan yang terjadi
secara tidak langsung akan mengganggu keberadaan manusia
di planet bumi, jika kerusakan lingkungan telah melebihi
batas toleransi pada seluruh ekosistem bumi tentunya akan
berujung kepunahan umat manusia di planet bumi. Sehingga
dapat dikatakan bahwa “manusia yang baik akan menciptakan
lingkungan hidup yang baik dan dapat dipastikan lingkungan
hidup yang baik akan menciptakan manusia yang baik”.

lllegal logging adalah salah satu kegiatan yang paling merusak
hutan dan lingkungan. Adapun kegiatan yang termasuk
pembalakan liar (/llegal logging) adalah 1) penebangan di luar
konsesi HPH, 2) pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan
kawasan budidaya tanaman pangan, pemukiman, perkebunan
dan lainnya, 3) penebangan di luar RKT blok tebangan,
4) pengelolaan hutan dan penebangan tidak berpedoman pada
sistem silvikultur TPTI, 5) penebangan pada kawasan lindung
yaitu sepadan sungai, danau dan mata air, 6) penebangan
pada hutan lindung, 7) penebangan pada kawasan konservasi
seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional dan 8)
penebangan pada petak ukur permanen (PUP) dan 9) petak
kawasan konservasi dan plama nutfah (Haeruman 2003;
Fakultas Kehutanan IPB 2000).

Dampak Negatif dan Upaya Penegakan Hukum
Pembalakan Liar

Berdasarkan hasil paduserasi TGHK - RTRWP pada tahun
1999, luas kawasan hutan alam diduga sekitar 120.353.104
ha (Purnama 2003), di mana diperkirakan hutan alam di
Indonesia yang terdegradasi, sampai saat ini mencapai
50 juta ha (Haeruman 2003). Hasil penafsiran citra satelit
menunjukkan laju perusakan hutan alam tahun 1985-1997
tercatat 1,6 juta ha/tahun, tahun 1997-2000 tercatat 2,8 juta
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ha/tahun dan tahun 2000-2003 semakin tidak terkendali
(Purnama 2003). Akibat hilangnya hutan alam seluas 50 juta
ha di Indonesia secara materi telah menyebabkan kerugian
negara sekitar Rp 30.000 triliun, sungguh sangat ironis negara
Indonesia yang memiliki sumberdaya alam yang demikian
kaya namun pada kenyataannya negara dan rakyatnya banyak
yang miskin, di samping itu telah terjadi kerusakan lingkungan
yang menyebabkan terjadinya bencana banjir, kekeringan,
kebakaran, munculnya hama dan penyakit, pemanasan global,
tanah longsor dan erosi yang akibatnya membuat kesengsaraan
masyarakat dan rakyat Indonesia (Wasis 2012a; Wasis 2012b).

Kerugian negara yang demikian besar diakibatkan oleh
masalah struktural sebagai berikut: 1) Sebagian besar unit-
unit pengusahaan hutan (HPH) yang sedang berjalan
melakukan over cutting, 2) Pemodal yang mendapat back
up dari pihak tertentu dapat mengoordinasikan gerakan
untuk mengeksploitasi kayu secara illegal, baik di dalam
kawasan hutan produksi, hutan lindung maupun kawasan
konservasi, 3) lIzin-izin pemanfaatan hutan baru maupun
lama dapat dipergunakan sebagai alat menampung kayu-kayu
curian, 4) Adanya penyimpangan izin tebang penyelamatan
(salvage logging) akibat kebakaran untuk menebang kayu
(sehat) lainnya, 5) Masyarakat setempat tidak mendapat
jalan penyelesaian dalam upaya melindungi hak-haknya atas
sumberdaya hutan, sehingga timbul konflik dan ketidakpastian
usaha serta spekulasi untuk merusak hutan, 6) Kegiatan
pertambangan pada kawasan hutan, dan 7) Izin perkebunan,
pertambangan dan pertanian pada kawasan hutan yang tidak
pakai izin pinjam pakai (Haeruman 2003; Fakultas Kehutanan
IPB 2000; Inpres Nomor 4 Tahun 2005).

Kegiatan pembalakan liar telah menyebabkan kerugian
negara dan lingkungan yang sangat besar. Untuk mengatasi
itu pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI
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Nomor 4 Tahun 2005 (Inpres Nomor 4 Tahun 2005) tentang
Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan
Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia, diinstruksikan semua aparat penegak hukum pelu
melakukan percepatan pemberantasan penebangan secara
ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah
Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang
atau badan yang melakukan kegiatan: a) menebang pohon atau
memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari
kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang
berwenang, b) menerima, membeli, atau menjual, menerima
tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan
menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut
diduga berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak
sah, ¢) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu
yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan kayu, d) membawa alat-alat berat dan atau
lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin
pejabat yang berwenang dan ¢) membawa alat-alat yang lazim
digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon
di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Definisi dan Pengertian Kawasan Hutan,
Hutan dan Pembalakan Liar

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap (UU Nomor 41 tahun 1999; UU Nomor
18/2013). Berdasarkan keputusan MK yang dimaksud
kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap (Putusan MK Nomor 045/PUU-X1/2011).
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Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas
tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai
fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan
secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (UU
Nomor 5 /1990).

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan (UU
Nomor 26/ 2008).

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohon
dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat
dipisahkan antara satu dan yang lainnya (UU Nomor 41/1999;
UU Nomor 18 /2013).

Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat
mencapai ukuran diameter 10 cm atau lebih yang diukur
pada ketinggian 1,5 m di atas permukaan tanah (UU Nomor
18/2013).

Perusakan Hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak
hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan
hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan
dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan
hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang
sedang diproses penetapannya oleh pemerintah (UU Nomor
41 Tahun 1999; UU Nomor 18 Tahun 2013), sedangkan
pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil
hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi (UU Nomor 18
/2013).
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Pengukuran Dampak Pembalakan Liar

Pengukuran dampak pembalakan liar secara umum dilakukan
oleh saksi ahli pada proses kegiatan verifikasi/investigasi yang
tergabung dalam tim penyelidikan/penyidikan. Adapun susunan
tim verifikasi/investigasi yaitu penyidik (POLRI/PPNS), saksi
ahli, dan saksi yaitu pihak saksi pihak perusahaan, masyarakat
dan instansi (Dinas Kehutanan dan atau Lingkungan Hidup
Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Pengukuran dampak pembalakan liar pada proses verifikasi/
investigasi meliputi hal-hal sebagai berikut penilaian
dokumen (document review), penilaian lapangan (scoping
visit), pembuatan berita acara pengambilan sampel, analisis
laboratorium, pembuatan surat keterangan ahli kerusakan
(penyampaian hasil analisis), penghitungan kerugian akibat
kerusakan dan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP)
(pidana) atau penyusunan gugatan perdata.

Identifikasi Dampak Kerusakan
Kawasan Hutan

Timbulnya kasus kerusakan lingkungan pada kawasan hutan
tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses
dan memerlukan waktu yaitu dengan kegiatan penebangan liar
maka akan terjadi kerusakan struktur vegetasi, baik vertikal
maupun horisontal, apabila pembalakan liar itu terus berlanjut
pada timbulnya kerusakan kondisi fisik yaitu timbulnya lahan
kritis, kerusakan hutan, tanah (sifat fisik, kimia dan hayati),
erosi dan tata air (Lutz dan Chandler 1965; Hamzah 1983;
Hardjowigeno 1986; Wasis 2003; Tan 1994; Notodarmojo
2005, DPR RI 2016; Wasis et al. 2019).
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Di samping kegiatan penebangan, maka ekosistem atau
sumberdaya alam (hutan hujan tropis, hutan rawa gambut,
hutan rawa, hutan pantai, dan hutan mangrove) dapat rusak
akibat pencemaran lingkungan. Hal yang sering menyebabkan
kerusakan adalah tumpahan minyak, dumping limbah dan
sumber pencemaran lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebelum penetapan
kasus hukum akibat kerusakan lingkungan hidup akibat
pembalakan liar maka perlu dilakukan, klarifikasi proses
terjadinya kerusakan lingkungan dan identifikasi lingkungan
yang terkena dampak negatif dari pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan yang meliputi:

1. Klarifikasi terhadap proses terjadinya perusakan kawasan
hutan dan lingkungan hidup. Verifikasi dugaan terjadinya
perusakan kawasan hutan dan lingkungan hidup dilakukan
melalui 2 langkah:

a. Identifikasi sumber perusakan kawasan hutan dan
lingkungan;
b. Proses terjadinya perusakan kawasan hutan dan
lingkungan.
2. Identifikasi lingkungan yang terkena perusakan kawasan
hutan dan lingkungan yang terdiri dari langkah-langkah:

a. Identifikasi jenis komponen kawasan hutan dan
lingkungan yang mengalami kerusakan;

b. Penghitungan kerusakan kawasan hutan dan
lingkungan;

c. Identifikasi kerusakan kawasan hutan dan lingkungan
terjadi secara langsung atau tidak langsung;

d. Pengukuran derajat kerusakan kawasan hutan dan
lingkungan yang terjadi (menyangkut skala spasial
dan jumlah pihak yang terlibat);
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e. Identifikasi status kepemilikan sumberdaya alam
dan lingkungan terdiri dari: 1) sumberdaya alam dan
lingkungan milik publik dan 2) sumberdaya alam
dan lingkungan milik perorangan: siapa pemilik
sumberdaya yang sebenarnya, tipe hak pemilikan
(individu, komunal, HGU, sewa, hak milik dan lain-
lain), durasi kepemilikan dan intensitas pemanfaatan
dengan kepemilikan sumberdaya.

Analisis terhadap kerusakan hutan dan lingkungan cukup berat
mengingat kompleksitas permasalahan ekosistem hutan yang
merupakan sumberdaya alam yang terbuka. Beberapa hal
yang perlu dianalisis pada perusakan kawasan hutan antara
lain menyangkut: a) Siapa yang menyebabkan perusakan
lingkungan, b) siapa yang terkena dampak negatifnya,
c) status kepemilikan, d) jenis dampak/eksternalitas, e) besaran
dampak, f) lamanya dampak, g) jenis sumberdaya alam dan
lingkungan yang terkena dampak, h) nilai sumberdaya alam
dan lingkungan, baik yang dapat dinilai secara ekonomi
maupun tidak dan lain-lain (Permen LH Nomor 13 Tahun 2011;
Permen LH Nomor 7 Tahun 2014). Pada tahap pembuktian
dapat dikatakan kasus lingkungan hidup secara teknis hukum
merupakan pembuktian hukum yang terbaik yang dimiliki
Negara Indonesia karena menggunakan “pendekatan ilmiah”
atau “scientific evidence”.

Identifikasi lacak balak dapat dilakukan dengan beberapa cara
yaitu ;

1. Administrasi dokumen pengangkutan log kayu karena
pengangkutan kayu wajib memiliki dokumen Surat
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Pasal 16 UU
Nomor 18 /2013;
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2. Secara teknis di lapangan log pohon yang ditebang
dan diangkut harus sesuai dengan tunggak log pohon
yang ada pada kawasan hutan. Hal pertimbangan dalam
mencocokkan log kayu berupa jenis pohon yang ditebang,
ukuran diameter, blok/petak tebang dan lainnya, dan
lainnya;

3. Analisis DNA (genetik) log kayu dengan tunggak pohon.
Analisis genetik merupakan bukti ilmiah yang kuat untuk
mengetahui asal usul log kayu dan produk turunannya.

Definisi Kerusakan dan Kriteria Baku
Kerusakan Lingkungan Hidup

Definisi Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan
atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati
lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup (UU Nomor 32/2009).

Perusakan lingkungan hidup menurut UU No. 32/2009 adalah
tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup.

Dengan demikian, kunci untuk memahami dan mengukur
perusakan terhadap kawasan hutan dan lingkungan adalah
parameter sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup
yang melampaui kriteria baku kerusakan, sehingga pengamatan
lapangan dan data analisis laboratorium akan perpatokan pada
kriteria baku kerusakan yang ada pada peraturan yang berlaku.
Guna mengetahui ekosistem hutan yang rusak faktor-faktor
yang mempengaruhi dan mengubah arus layanan (flow of
service) dari aset alam tersebut juga perlu dianalisis.
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Adapun kriteria-kriteria baku kerusakan adalah sebagai
berikut:

1.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa
adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang
dapat ditenggang berkaitan dengan produksi biomassa (PP
Nomor 150 Tahun 2000);

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan
hidup yang dapat ditenggang (PP Nomor 4 Tahun 2001);

Kriteria baku kerusakan mangrove adalah ukuran batasan
perubahan fisik dan atau hayati mangrove yang dapat
ditenggang (Kepmen LH Nomor 201 Tahun 2001);

Kriteria baku kerusakan padang lamun adalah ukuran
batasan perubahan fisik dan atau hayati padang lamun
yang dapat ditenggang (Kepmen LH Nomor 200 Tahun
2004);

Kriteria baku kerusakan terumbu karang adalah ukuran
batasan perubahan fisik dan atau hayati terumbu karang
yang dapat ditenggang (Kepmen LH Nomor 4 Tahun
2001);

Kriteria kerusakan lingkungan bagi usaha atau kegiatan
penambangan bahan golongan C jenis lepas di daratan
(Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pembuktian tentang terjadinya kasus perusakan lingkungan
berpedoman pada; a) Peraturan Pemerintah Nomor 150
Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk
Produksi Biomassa, b) Kepmen LH Nomor 210 Tahun 2004
tentang Kriteria Kerusakan Hutan Mangrove, c¢) Kriteria Baku
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Kerusakan Padang Lamun (Kepmen LH Nomor 200/2004) dan
d) Kriteria Kerusakan Terumbu Karang (Keptem LH Nomor
04/ 2001). Peraturan juga sudah ditetapkan sebagai dasar
penentuan kriteria baku kerusakan oleh Mahkamah Agung
RI (Keputuasan Ketua MA RI Nomor 36/KMA/SK/I1/2013).
Di samping itu, kerusakan lingkungan terkait kegiatan
penambangan galian C digunakan Kepmen LH Nomor: KEP-
43/MENLH/10/1996 tentang kriteria kerusakan lingkungan
bagi usaha atau kegiatan penambangan bahan golongan C
jenis lepas di daratan. Adapun beberapa parameter dan kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering akibat
erosi air (PP Nomor 150/2000)

Ambang Kritis Erosi
Tebal Tanah
ton/ha/tahun mm/ 10 Tahun
<20 cm 0,1-1 0,2-1,3
20-50 cm 1-3 1,34
50-100 cm 3-7 4-9
100-150 cm 7-9 9,0-12
> 150 cm >9 >12

Tabel 2. Kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering (PP

Nomor 150/2000)

No. Parameter Ambang Kritis
1. | Ketebalan solum <20 cm
2. | Kebatuan permukaan > 40 %
3. | Komposisi Fraksi 18 % koloid ; > 80 % pasir kuarsitik
4. | Berat Isi > 1,4 gram /cm3
5. | Porositas total <30%:;>70%
6. | Derajat pelurusan air (permeabilitas) 0,7 cm/jam ; 8,0 cm/jam
7. |pH1:2,5 <4,5;>8)5
8. | Daya hantar listrik /DHL > 4,0 mS/cm
9. | Redoks <200 mV
10. | Jumlah mikroba <10 2 cfu/ g tanah
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Tabel 3. Kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah (PP

Nomor 150/2000)

No. Parameter Ambang Kritis

1. | Subsidensi gambut di atas pasir > 35 cm /5 tahun untuk ketebalan

kuarsa gambut >3 m: 10 % / 5 tahun untuk
ketebalan gambut < 3 m

2. | Kedalaman lapisan berpirid dari 25 cm dengan pH 2,5
permukaan tanah

3. | Kedalaman air tanah dangkal >25 cm

4. | Redok untuk tanah berpirit >- 100 mV

5. | Redoks untuk gambut >200 Mv

6. |pH (H20) <4,0;>70

7. | Daya hantar listrik /DHL >4,0 mS/cm

8. | Jumlah mikroba <102 cfu/g tanah

Tabel 4. Kriteria kerusakan hutan mangrove (Kepmen LH

201/2004)
Kriteria Penutupan Tajuk (%) | Kerapatan (Pohon/Ha)
Baik Sangat Padat >75 >1.500
Sedang >50-<75 >1.000—<1.500
Rusak | Jarang <50 <1.000

Verifikasi Kerusakan Hutan Dan
Lingkungan Hidup

Guna pembuktian kerusakan hutan dan lingkungan hidup harus
memenuhi unsur antara lain; a) Ketentuan yuridis normatif, b)
Keterangan ahli dan ¢) Hasil analisis laboratorium. Penggunaan
sarana hukum tersebut harus didukung keterangan ahli dari
berbagai disiplin ilmu terkait (UU Nomor 32/2009; Edaran
Kejaksaan Agung RI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi 1993;
Kejaksaan Agung dan KLH 2003; Hardjasoemantri 2006;
Syahrin 2009).
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Pembuatan surat keterangan ahli pada kasus kerusakan
lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna
pembuktian di pengadilan. Pada surat keterangan ahli di
samping berisi bukti ilmiah berupa pengamatan lapangan,
analisis kerusakan di lapangan dan analisis terhadap hasil
uji laboratorium. Di samping itu pada surat keterangan ahli
juga terdapat kesimpulan tentang kerusakan lingkungan
yang terjadi. Surat keterangan ahli merupakan dasar untuk
pembuatan berita acara pemeriksaan ahli (BAP ahli). Pada
akhirnya BAP ahli tersebut akan disampaikan di Pengadilan,
sehingga terjadi transformasi dari data bersifat scientific
evidence menjadi legal evidence.

Penelitian Dokumen (Document Review)

Kegiatan pada penilaian dokumen mencakup penilaian
keabsahan dokumen dan penilaian substansi dokumen. Dalam
melaksanakan penilaian keabsahan dokumen, harus dilengkapi
dengan pedoman-pedoman teknis dan peraturan yang berlaku.
Selanjutnya seluruh dokumen dan peta dinilai keabsahannya
sesuai pedoman/peraturan yang berlaku.

Penilaian substansi dokumen dimaksudkan untuk melihat
sejauh mana informasi yang terkandung di dalam data dasar
digunakan sebagai acuan perencanaan yang dibuat dan
implementasinya di lapangan. Dalam penilaian substansi
dokumen, informasi yang dimuat dalam dokumen-dokumen
perencanaan, laporan kegiatan pelaksanaan, dan dokumen
data dasar, dilakukan uji silang (cross check) untuk melihat
keterkaitan dalam hal target, materi, dan jangka waktunya.

Bahan yang digunakan dalam penilaian dokumen terdiri dari:
SK penetapan HPH/HTI, Salinan Akte Notaris, Peta RTRWP
dan TGHK, Peta HPH/HTTI dan Citra Lansat, Studi Kelayakan,
dokumen Amdal, RKL dan RPL, dokumen izin lingkungan,
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dokumen RKPH, RKL dan RKT, laporan Pelaksanaan Sistem
Silvikultur TPTI/THPB, laporan kegiatan RKL dan RPL,
laporan ITSP dan ITT. Penelitian dokumen dimaksudkan
untuk mengetahui ketaatan kegiatan usaha terhadap aturan
yang berlaku (Izin, dokumen Amdal, Dokumen lingkungan,
Peta dan sebagainya).

Penelitian Lapangan (Scoping Visit/Ground Cek)

Pengamatan lapangan sangat diperlukan kompetensi saksi
ahli dalam menggungkap dugaan terjadinya pencemaran dan
atau kerusakan lingkungan yang meliputi tipe dan komponen
sumberdaya alam dan ekosistem yang terkena dampak, proses
dan mekanisme terjadinya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan, derajat kerusakan yang terjadi, dan lamanya
kerusakan.

Gambar 2. Log kayu hutan alam dari kegiatan pembalakan
liar di Provinsi Riau (Wasis, 2007)

Metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di
lokasi kejadian terjadinya kerusakan lingkungan dilakungan
dengan “Purposive Sampling” (PP Nomor 150 Tahun 2000;
Kepmen LH Nomor 43 Tahun 1996; Laar dan Akca 1997,
Stell dan Torries 1984; Sudjana 1991; Suryabrata 2002;
Singarimbun 1987, Permen LH Nomor 7 Tahun 2006;
Wibisono 2009; Abdussalam 2012, Soerianegara dan Indrawan
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2005; Wasis 2012b). Pengambilan komponen ekosistem
tersebut juga berdasarkan metode ilmiah yang tepat, efektif
dan efisien dengan ditunjang peralatan yang baik (kompas,
GPS, haga, penetrometer, altimeter, peta dan lain lain). Adapun
pengamatan lapangan dapat dilakukan melalui metode analisis
vegetasi dan pengambilan sampel tanah (legal sampling).
Bukti pokok kerusakan lingkungan dalam kegiatan illegal
logging adalah tanah komposit dan tanah utuh, tunggak dan
log kayu pohon, bagian tanaman budidaya dan vegetasi, dan
batuan di permukaan (PP Nomor 150 Tahun 2000, Kepmen
LH 201/2004, Kepmen LH Nomor 200/2004 dan Kepmen LH
Nomor 04/ 2001). Sampel yang diambil dibuatkan berita acara
pengambilan sampel. Pihak penyidik atau pengawas lapangan
mengirim sampel tersebut ke laboratorium.

Gambar 3. Kerusakan kawasan hutan akibat pembalakan
liar di Provinsi Sumatera Utara (Wasis, 2014)
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Gambar 4. Kegiatan verifikasi pembalakan liar di lapangan
(Wasis, 2007)

Analisis Laboratorium

Pihak penyidik atau pengawas lapangan dalam mengirim
sampel tersebut ke laboratorium perlu dilakukan secepatnya.
Laboratorium tempat dilakukan analisis sampel untuk
kriteria baku kerusakan, sebaiknya telah bersertifikat (KAN)
(Permen LH nomor 06 tahun 2009). Analisis laboratorium
untuk mengukur kriteria kerusakan lingkungan hidup bersifat
menunjang dari kerusakan lingkungan yang terjadi di lapangan,
sehingga hasil analisis laboratorium bukan merupakan alat
bukti satu-satunya.
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Gambar 5. Pengambilan sampel kasus kebakaran hutan dan
lahan di lapangan (Wasis, 2015)

Gambar 6. Petugas verifikasi lapangan dan pengambilan
sampel di TKP Konawe Utara (Wasis, 2022)
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Surat Keterangan Ahli

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil uji
laboratorium maka saksi ahli membuat Surat keterangan
ahli. Berdasarkan surat keterangan ahli kemudian dibuatkan
berita acara pemeriksaan (BAP) ahli atau penyusunan gugatan
perdata. Jika sudah lengkap maka seluruh dokumen hukum
tersebut kemudian disidangkan di pengadilan. Kehadiran
ahli atau surat keterangan ahli diharapkan membuat terang
kasus kerusakan hutan dan lingkungan, sehingga diharapkan
keputusan dari pengadilan dapat melindungi dan mencegah
terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan.

Penghitungan Kerugian akibat
Kerusakan Lingkungan

Penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan dapat
dilakukan jika unsur kerusakan lingkungan telah dibuktikan,
hal ini mengacu pada Pasal 90 UU Nomor 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pedoman
penghitungan kerugian tersebut mengacu pada Pemen
LH Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat
Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peranan Ahli dan Gugatan Teror

Laporan ahli memuat tentang hal sebagai berikut
1. Menyampaikan kriteria kerusakan lingkungan yang telah
terjadi dan bahaya lingkungan akibat kerusakan lingkungan
(Prevention of Harm), 2. Menyampaikan durasi atau lama
ekosistematau lingkungan akan pulih jikamengalamikerusakan
(Sustainable Development: Precautionary Principle) dan
3. Memberikan gambaran secara utuh tentang kerugian akibat
kerusakan lingkungan (Polluter Pays Principle). (SK MA
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Nomor 36/KMA/SK/II/2013). Hal ini penting karena kerugian
atau dampak pencemaranan dan atau kerusakan lingkungan itu
bersifat lintas waktu, lintas generasi, lintas dunia dan bersifat
global (dunia). Dengan demikian keterangan ahli berupa bukti
ilmiah (Scientific Evidence) kemudian berproses menjadi
bukti hukum (Legal Evidence) adalah hal terpenting dalam
penegakan hukum UU PPLH UU.

Guna pembuktian kerusakan harus memenuhi unsur antara lain;
a) Ketentuan yuridis normatif, b) Keterangan ahli, dan c) hasil
analisis laboratorium. Penggunaan sarana hukum tersebut harus
didukung keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait
(UU Nomor 32/2009 (UU PPLH); Edaran Kejaksaan Agung
RI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi 1993; Hardjasoemantri
2006, Syahrin 2009; Hartiwiningsih 2011). Pembuatan surat
keterangan ahli pada kasus perusakan lingkungan merupakan
hal yang sangat penting guna pembuktian pada pengadilan
(bukti ilmiah). Pada surat keterangan ahli di samping berisi
temuan lapangan dan fakta ilmiah (analisis data kuantatitif
meliputi analisis dokumen, analisis laboratorium dan data
lapangan). Di samping itu pada surat keterangan ahli juga
terdapat kesimpulan tentang kasus kerusakan lingkungan
(Wasis 2012a; Wasis 2012b). Surat ketarangan ahli merupakan
dasar untuk pembuatan berita acara pemeriksaan ahli. Data
yang digunakan dari hasil pengambilan sampel yang dibuatkan
berita acara pengambilan sampel. Kemudian contoh dan sampel
diserahkan ke laboratorium oleh penyidik (Nurdin 2011;
Riyono 2011; Syahrin 2009). Dalam perkara perdata maka
surat keterangan ahli tersebut dimasukan dalam penyusunan
gugatan dan kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan
(Tamin 2012). Di samping itu ahli kerusakan melakukan
penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan (Permen
LH Nomor 7 Tahun 2014; Wasis et al. 2018; Wasis et al. 2019).
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Penjelasan di atas menerangkan bahwa kehadiran ahli
dan saksi menjadi kunci dalam proses penegakan hukum
pembalakan liar dan lingkungan hidup. Kriminalisasi berupa
laporan pidana dan atau gugatan perdata kepada saksi dan ahli
akan membahayakan penegakan hukum lingkungan dan pegiat
lingkungan hidup lainnya. Menurut hemat penulis para pelaku
teror hukum, sudah sepantasnya mereka yang melakukan
“teror hukum” tersebut harus diberikan sanksi hukum yang
berat (Anti Strategic Lawsuit Againts Public Partipation/Anti
eco-SLAPP).Hal tersebut penulis/orator telah alami dan jalani
pada Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong dengan
Nomor: 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi.

Gambar 7. Menang gugatan perdata (SLAPP) di Pengadilan

Negeri Cibinong (Kumparan, 2018)

Anti eco-SLAPP telah diatur UU Nomor 32 Tahun 2009
(UU PPLH) pada Pasal 66. Pasal 66 UU PPLH merupakan
simbol perlindungan hukum sekaligus sebagai wujud dari
sikap akomodatif UU PPLH terhadap pentingnya peran serta
masyarakat termasuk melindungi individu dan kelompok
masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup
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dari tuntutan pidana dan gugatan perdata (Indrawati 2022).
Ganti rugi dan pemulihan penting untuk mengembalikan
kondisi finansial serta reputasi atau nama baik korban SLAPP
untuk menghilangkan chilling effect yang dirasakan agar
kembali berpartisipasi (Nelisa 2021).

Perlindungan saksi dan ahli (Anti eco-SLAPP) telah diatur
pada Pasal 66 UU PPLH, SK MA Nomor 36/KMA/II/
2013, Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 8 Tahun 2022
dan Putusan gugatan perdata Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi. Pada 4 (empat) produk Anti
eco-SLAPP hukum tersebut dapat digunakan menjadi acuan
untuk perlindungan saksi ahli dalam perkara lingkungan
hidup ataupun permasalah hukum lainnya. Hal yang perlu
ditambahkan ke depan seharusnya kepada pihak yang
melakukan teror dan gugatan hukum diberikan sanksi hukum
dan denda yang sangat besar sebagaimana yang telah terjadi di
Amerika Serikat, Kanada dan negara lainnya.

PENUTUP

Bukti ilmiah dalam penegakan hukum kerusakan hutan dan
lingkungan adalah sangat penting mengungkap motif dan tujuan
dari kegiatan pembalakan liar. Untuk memastikan dampak dan
proses kerusakan pembalakan hutan secara benar dan ilmiah
maka perlu kehadiran ahli yang berkompeten dalam bidang
kerusakan tanah dan lingkungan dan ahli lainnya. Ahli dalam
pembuktian ilmiah harus bersandarkan pada fakta lapangan,
pengambilam data dan sampel di lapangan yang benar serta
analisis pada laboratorium bersertifikat KAN.

Kepastian penyelamatan hutan dan lingkungan akibat
pembalakan liar dapat dilakukan secara baik jika ahli dan
aparat penegak hukum dapat perlindungan dari teror hukum
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(Anti eco-SLAPP). Ke depan para pelaku teror hukum harus
diberikan sanksi hukum yang berat dan didenda yang besar,
sehingga penegakan hukum kerusakan hutan dan lingkungan
dapat berjalan secara baik dan tanpa dihantui rasa takut dan
cemas. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan kerugian
negara, menciptakan kelestarian hutan dan menjaga lingkungan
hidup yang baik untuk kemanusiaan, budaya, bangsa dan
negara Republik Indonesia serta peradaban dunia yang baik.
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Dr Rasio Rido Sani, Bpk Jasmin Ragil Utomo SH, MH, Bpk
Sugeng Riyono SH MH, Bpk Oscar Wahid, SH MH, Irjen Pol.
Kamil Razak, Dr. Mas Achmad Santosa, Ibu Sukma Violeta
SH LLM, Dr. Bambang Wijayanto dan Dr. Asrul Sani SH MH.

Saya menyampaikan terima kasih kepada lembaga penegakan
hukum seperti KLHK, POLRI, Kejaksaan Agung RI, KPK,
Mahkamah Agung RI, Menko Maritim, BPK, PPATK, BPKP
dan instansi/lembaga lainnya atas kepercayaannya selama
ini kepada saya sebagai saksi ahli atau narasumber dalam
penanganan permasalahan kerusakan hutan, sumberdaya alam
dan lingkungan sampai sekarang ini.
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Pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin
menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada
Bpk Drs. H. Samsu Gandakusuma (Alm) dan Ibu Hj. Harsiki
dalam mendidik dan membesarkan sehingga sampai sekarang
ini. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan
kepada kedua mertua saya yaitu Bpk Kol. Moch. Ghozi (Alm)
dan Ibu Dra. Hj. Titiek Sjamsiah MPD (almarhumah) atas
dukungan dan doanya.

Kepada para sesepuh keluarga besar yang hadir Bpk.
Sudibyo, Bpk Moch. Hariri, Bpk Moch. Anwari dan para
pini sepuh lainnya, saya sampaikan terima kasih atas doa dan
dukungannya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada adik-adiku Keluarga
Eko Priyono (Alm) dan Nurlina Melati, Keluarga Sukiran dan
Elly Nurhayati, Keluarga Herman S.Kom dan Yuro Yunita
S.Kom, Keluarga Dendi Julianto dan Poppy dan Keluarga
Donny Azhar dan Dini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri
tercinta Ir Hj. Mida Asfihany yang telah mendampingi saya baik
secara suka dan duka selama ini. Pada tahun 2002 pihak KLH
memerlukan ahli kerusakan lingkungan yang disampaikan
melalui Prof. Bambang Hero Saharjo, maka dengan cepat saya
sampaikan untuk bersedia tanpa memikir panjang lagi dan
istri saya mendukung keputusan tersebut. Hal itu saya lakukan
terkait sumpah sebagai PNS dan pesan para guru dan mentor
saya untuk melestarikan hutan dan lingkungan hidup.

Dengan berjalannya waktu barulah terbuka, betapa beratnya
melaksanakan tugas tersebut karena berbagai ancaman fisik,
mental dan non fisik mulai saya rasakan. Ancaman kekerasan
saat di lapangan berupa penghalangan, dikepung massa
pada saat verifikasi, difitnah melakukan pemerasan terhadap
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perusahaan dan ancaman akan dibunuh sudah saya rasakan,
bahkan harus dikawal pasukan bersenjata lengkap saat di
lapangan maupun di pengadilan sudah saya alami. Kondisi itu
juga dialami oleh istri tercinta , dan anak tersayang tidak luput
dari teror. Sering kali rumah kami dilempari batu, didatangi
orang tidak dikenal dan telepon berdering berulang-ulang
di rumah, namun saya katakan kepada keluarga bahwa itu
perbuatan orang iseng belaka, padahal sebenarnya saya tahu itu
bagian teror supaya saya berhenti menjadi saksi ahli. Teror lain
yang sangat berat saya alami adalah teror hukum. Pada kondisi
seperti itu saya rasakan dukungan istri dan anak-anak adalah
sangat penting untuk mengobati rasa takut, kegelisahan hati
dan pikiran saya. Alhamdulillah atas dukungan istri tercinta
dan anak-anak tersayang, saya dapat melampaui cobaan yang
sangat berat tersebut, karena saya yakin bahwa “Badai Pasti
Berlalu”.

Kepada anak-anakku Hafiz, Fakhri dan Hanif, bapak juga
mengerti jika terkadang protes dan mungkin kecewa karena
seringkali pada saat liburpun dan hari besar nasional terkadang
harus terpisah karena bapak harus bertugas ke lapangan. Bapak
bangga karena kalian anak anak yang kuat dan tabah bahkan
pada ujian terberat sekali pun saat bapak diteror dan digugat
secara hukum, anak anakku masih dapat tersenyum dan ceria
untuk menjalankan aktivitas sehari hari. Demikian juga kepada
menantu Finda dan cucu Equilabria atas kebersamaan baik
suka dan duka selama ini.

Kepada penelaah naskah orasi ilmiah yaitu Prof Cecep
Kusmana dan Prof Bambang Hero Saharjo saya ucapkan
terima kasih atas bantuannya sehingga orasi ilmiah dapat
dilaksanakan hari ini dan Saepul yang membantu secara teknis
dalam pengusulan Guru Besar saya.
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Kepada panitia orasi I[lmiah Guru Besar hari ini yang diketuai
oleh Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan
Mahasiswa Baru, Direktur Umum Sarana dan Prasarana IPB
dan sekretariat DGB, Tim IPB Press dan seluruh staf atas
fasilitas dan bantuan yang diberikan dalam penyelenggaraan
orasi ilmiah ini. Demikian juga terhadap panitia penyiapan
bahan orasi yaitu Robi Deslia Waldi, S.Hut., M.Si, Bayu
Winata, S.Hut., M.Si, M. Saepul, S.M, Wardana, S.E, dan Siti
Hana, S.Hut., M.Si saya sampaikan terima kasih.

Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam
penyampaian orasi [Imiah Guru Besar ini, berintersaksi selama
berkerja dan menjalankan tugas terdapat ada hal yang kurang
berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian.

Pada akhir penyampaian Orasi Ilmiah ini saya berharap
Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan
dalam menjalankan tugas tri darma perguruan tinggi serta
mendarmabaktikan ilmu yang saya tekuni selama ini supaya
bermanfaat untuk kemanusian, lingkungan hidup, bangsa dan
negara.

Aamiin Ya Rabbal alamin

Wassalamualaikum warahmattullahi wabarakatuh

Bogor, 26 November 2022
Prof. Dr. Ir. H. Basuki Wasis, M.Si
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Pendidikan dan Negara Lulus
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IPB, Indonesia Tumbuh/ Tanah
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Pengetahuan
Kehutanan

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi

Judul Skripsi

Studi pembiakan vegetatif stek akar sonokeling
(Dalbargia latifolia Roxb.) dengan menggunakan zat
pengatur tumbuh IBA dan NAA
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Perbandingan kualitas tempat tumbuh antara daur
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Penghargaan yang diterima

No. | Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi
Penghargaan
1 2002 | Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik
Presiden Republik Indonesia Indonesia
berupa Satyalancana Karya Satya
10 tahun
2. | 2013 |Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik
Presiden Republik Indonesia Indonesia
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3 2022 | Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik
Presiden Republik Indonesia Indonesia
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Piagam Penghargaan
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Penghargaan
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Piagam Penghargaan (lanjutan)

No Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi
Penghargaan
4 2019 Piagam Penghargaan tentang Dirjen
Penerima Penghargaan Penegakan
Penegakan Hukum Lingkungan | Hukum
Hidup dan Kehutanan tahun Lingkungan
2019 dalam “Berperan aktif Hidup dan
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keilmuan atau profesi
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Bogor
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Pelatihan Pekerti
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IPB
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Pengalaman Kursus, Pelatihan, Penataran

(lanjutan)
No. | Tahun Kegiatan Tempat Penyelenggaraan

9 | 2004 |Kursus Teknologi IKIP JKT Jakarta
Pendidikan dan
Pembelajaran

10 | 2005 |Pelatihan Evaluasi |BPT Bogor
Lahan Otomatis

11 | 2005 |Pelatihan Teknik Perpustakaan Bogor
Komunikasi IPB

12 | 2009 |Pelatihan Auditor IPB Bogor

13 | 2009 | Sertifikasi Dosen Dikti Bogor

Depsdiknas

14 | 2011 |Pelatihan bagi Mahkamah Jakarta
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Sertifikasi Hakim Kementerian
Lingkungan Lingkungan
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15 | 2011 |Pelatihan Reklamasi | Green Earth Bogor
Lahan Tambang :
Soil Amandemen

16 | 2011 |Pelatihan Audit KAI IPB Bogor
Jaminan Mutu

17 | 2012 |Pelatihan/ Workshop | KAI IPB, Irjen Bogor
Audit Non Kemendikbud,
Akademik BPKP

18 | 2012 | Pelatihan Analisis IPB Bogor
Tanah

19 | 2013 | Pelatihan Penulisan | Program Bogor
Jurnal Nasional Pascasarjana
Terakreditasi SVK IPB
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Riwayat Pekerjaan tenaga fungsional (Dosen)

Negeri Sipil

Jabatan . Perguruan
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Riwayat Pekerjaan Tenaga Ahli atau Struktural

No Instansi/Lembaga Jabatan Jangka Waktu
1. | Fakultas Kehutanan IPB | Ketua Komisi 1998-2001
Kemahasiswaan

2. | Jurusan Manajemen Ketua Komisi 1998-2000
Hutan Jurusan MNH

3. | APHI dengan Fahutan Asesor 1996-1998
IPB

4. | Lembaga Ekolabel Panel Pakar 1998—sekarang
Indonesia

5. | Lembaga Ekolabel Panel Pakar 2000-sekarang
Indonesia

6. | Hutan Pendidikan Wakil Direktur/ 2003-2005
Gunung Walat, Manajer
Sukabumi

7. | Direktorat Penegakan Saksi Ahli 20022014
Hukum, Kementerian
Lingkungan Hidup RI

8. | Direktorat Bareskrim / | Saksi Ahli 2002—sekarang
Reskrim Polri seluruh
Indonesia
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Riwayat Pekerjaan Tenaga Ahli atau Struktural

(lanjutan)
No Instansi/Lembaga Jabatan Jangka Waktu
9. | Direktorat Kebakaran Saksi Ahli 20042014
Hutan Departemen
Kehutanan RI
10. | Program Pascasarjana Ketua Program 20102012
Silvikultur Tropika Studi
11. | Pusdiklat Mahkamah Pengajar 2012—sekarang
Agung RI Sertifikasi Hakim
12. | Kementerian Saksi Ahli 2014-sekarang
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
13. | Pusdiklat Kejaksaan Pengajar 20162021
Agung
14. | Komisi Pemberantasan | Saksi Ahli 20162018
Korupsi
15. | Senat Fakultas Anggota 2022
Kehutanan dan
Lingkungan IPB
16. | Dewan Guru Besar IPB | Anggota 2022
Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran
No. Mata Kuliah Strata Jenjang
1. | Dasar Sifat Fisik dan Mekanika Tanah SO
2. | Ilmu Tanah Hutan S-1
3. | Ekologi Hutan S-1
4. | Konservasi Tanah dan Air S-1
5. | Kesuburan Tanah Hutan S-1
6. | Pengaruh Hutan S-1
7. | Pengelolaan Nutrisi Hutan S-1
8. | Kualitas Tempat Tumbuh S-1
9. | Dasar Reklamasi Lahan Tambang S-1
10. | Pedologi dan Nutrisi Hutan S-1
11. | Manajemen Lahan Hutan S-2
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Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (lanjutan)

No. Mata Kuliah Strata Jenjang
12. | Kesuburan Tanah Hutan Lanjutan S-2
13. | Pengelolaan Tapak Hutan S-2
14. | Ekologi Restorasi S-2
15. | Pengelolaan Lahan Pasca Tambang S-3
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Pengalaman Membimbing Mahasiswa

No. Strata Jenjang Jumlah (orang)
1. |Strata 1 (S-1) Sarjana 113
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3. | Strata 3 (S-3) Doktor 4
Kegiatan Penelitian (5 tahun terakhir)
No. Tahun Judul Sumber Dana

1. 2017-sekarang | Dampak tambang terhadap | Sumber dana
kerusakan tanah dan lain
lingkungan

2. 2017-sekarang | Dampak kebakaran terhadap | Sumber dana
kerusakan tanah dan lain
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3. 2017-sekarang | Dampak perambahan Sumber dana
lahan dan pembalakan liar lain
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dan lingkungan

4. 2019- ekarang | Dampak pencemaran Sumber dana
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5. 20172021 Dampak pematangan lahan | Sumber dana
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(reklamasi pantai) terhadap

lain
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4. |Internasional | Reviewer Jurnal Manajemen 2019-sekarang
Hutan

Pubikasi Ilmiah (5 tahun terakhir)

AjiB.D.S., Wijayanto N., and Wasis B. 2021. Visual Evaluation
of Soil Structure (VESS) Method to Assess Soil Properties
of Agroforestry System in Pangalengan, West Java. Jurnal
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Briliawan B. D., Wijayanto N., and Wasis B. 2022. Visual
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Karakteristik dan Kesuburan Tanah. Jurnal Penelitian
Hutan dan Konservasi Alam 19 (1), Juni 2022: 49—67.
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Oktavianto B, Wasis B. dan Budi S. W. R. 2015. Pendugaan
Kandungan biomassa dan karbon atas tanah pada tegakan
pinus di lahan pasca tambang silika Holcim Education
Forest. Jurnal Silvikultur Tropika 06 (3): 184—189.

Muttaqin Z., Budi S. W. R., Wasis B., Siregar I. Z., and
Corryanti. 2017. Dna Barcode Characterization of
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Putra I. K., Saharjo B. H dan Wasis B. 2019. Institutional
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ISSN : 1755-1315 ; Desember 2019: 012062.
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Wasis B., and Andika A. 2017. Growth response of mahagony
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Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat

(5 tahun terakhir)
No. | Tahun Judul Tema Penyelenggara
1 2017 | Kurikulum Pelatihan Penegakan | SUSTAIN,
hukum Lingkungan Mahkamah Agung
2 2017 | Pendidikan dan Pelatihan Terpadu | Pusdiklat
(Penyidik Polri &KLHK, Jaksa Kejaksaan Agung
dan Hakim) Penanganan Tindak RI
Pidana Lingkungan Hidup dan
Kehutanan di Kejaksaan Agung RI
3 2018 | Sertifikasi Hakim Lingkungan POSKOD, ELI,
(Advans) ICEL, MA RI
4 2018 | Masa Depan Penegakan Hukum Jatam, Walhi, LBH
dan Perlindungan Saksi Ahli dan CSO
Lingkungan dan Sumberdaya
Alam di Indonesia (Anti SLAPP)
5 2019 | Penghitungan Kerusakan Ekologis | JATAM Walhi dan
dari Daya Rusak Pertambangan CSO
Sebagai Kerugian Negara
6 2019 | Kebebasan Akademik Universitas
dan Tantangannya di Era Brawijaya
Pembangunanisme dan
Neokonservativisme” di Malang,
4-5 September 2019
6 2020 | Sertifikasi hakim lingkungan Pusdiklat
Mahkamah Agung
7 2021 | Talkshow Internasional “Scientific | KLHK RI, PBB,
Evidence Implementation in dan UNFCCC
Forest Fire Lawsuit” pada COP 26
8 2022 | Peranan Kebebasan Akademik dan | KIKA dan SAR
Anti SLAPP (Strategic lawsuit
again public participation /
Gugatan Teror)
9 2022 | Pemulihan aset dan kejahatan Badan Diklat
sumberdaya alam dan lingkungan | Kejaksaan RI dan
hidup Auriga
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Partisipasi dalam lokakarya, workshop, seminar,
konferensi (5 tahun terakhir)

No.| Tahun |Judul/Tema Penyelenggara

1 2017 | Analisis kerusakan ekosistem | Menko Maritim,
hutan mangrove dan ekosistem | KLHK, KKP
perairan akibat tumpahan
minyak mentah

2 2018 | Peningkatan Kapasitas KLHK
Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup melalui
Pengadilan

3 2019 | Forum ahli dalam penyelesaian | KLHK
sengketa lingkungan hidup
melalui pengadilan

4 2020 | Valuasi Lingkungan dalam Publish What You Pay
Kebijakan Publik dan Tata (PWYP) Indonesia
Kelola Sumberdaya Alam yang
Baik dan Berkelanjutan

5 2021 |Fisilibitas dan penghitungan PUKAT UGM dan
kerugian sumberdaya alam / KPK

lingkungan sebagai kerugian
keuangan negara

6 2022 | Workshop metode dan analisis | Bapeda Kota Bogor
pengolahan data penelitian
kajian resiko bencana Kota
Bogor
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